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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem 

pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat kecurangan pada laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 

beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kecurangan laporan 

keuangan merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan yang terdapat dalam 

pelaporan keuangan termasuk salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah 

dalam laporan keuangan untuk menipu pemakai laporan keuangan dan salah saji 

yang diakibatkan oleh perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva. 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. 

Kuesioner dibagikan kepada 86 pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

kota semarang khususnya yang bekerja dibagian akuntansi atau keuangan, dari 

total 86 kuesioner sebanyak 72 kuesioner kembali dan 64 kuesioner dapat diolah. 

Terdapat 5 hipotesis yang diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan secara simultan maupun parsial 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat 

kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin 

baik sistem pengendalian intern pemerintah (lingkungan pengendalian, penilaian 

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) maka akan 

menyebabkan menurunnya tingkat kecurangan. 

 

Kata Kunci : Sistem pengendalian intern, lingkungan pengendalian, penilaian 

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan 

kecurangan, laporan keuangan pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine empirically the influence of government 

internal control system to the level of fraud on the financial statements of local 

government. The government's internal control system consists of several 

elements, that are control environment, risk assessment, control activities, 

information and communication, and monitoring. fraudulent financial statements 

are misstatements arising from fraud contained in financial reporting including 

misstatements or deliberate deletion of amounts in the financial statements to 

diceive the users of financial statements and misstatements resulting from undue 

treatment of assets. 

Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were 

delivered to 72 employes of local government unit (SKPD) Semarang Regency 

specifically at financial/accounting departement. A total of 86 questionnaires 72 

were returned and 64 can be proccesed. There are five hypotheses that were 

tested by using multiple regression analysis. 

The results of this study show that environment, risk assessment, control 

activities, information and communication and monitoring have significant 

negative effect on the level of fraud in the local government financial statements. 

This means that the better the government's internal control system (control 

environment, risk assessment, controlling activities, information and 

communication, monitoring) will lead to a decrease in the rate of fraud. 

 

Keyword: internal control system, control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication, monitoring fraud, financial statement 

of local government. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini akuntabilitas menjadi salah satu hal penting yang harus dijalankan 

oleh entitas sektor publik. Terkait dengan organisasi pemerintah, akuntabilitas 

publik merupakan pengungkapan informasi dan disclosure kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan laporan tersebut atas aktivitas dan kinerja keuangan 

pemerintah (Mardiasmo, 2009). Di Indonesia akuntabilitas pemerintah dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pertama, akuntabilitas kinerja yang menurut 

Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 merupakan perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan progam yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kedua, 

akuntabilitas keuangan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik (Khalid, 2010). 

Akuntabilitas menurut AAA (American Accounting Association) (dalam 

Sadjirto, 2000) jika dilihat dari perspektif fungsional merupakan tingkatan 

dengan 5 tahap yang berbeda yaitu pertama berkaitan dengan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana sesuai dengan yang telah disetujui 

dan peraturan yang berlaku (Porbity and Legality Accountability), kedua 

berkaitan dengan proses, prosedur atau ukuran-ukuran yang digunakan pada
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 pelaksanaan kegiatan yang ditentukan (Process Accountability), pada 

tahap ketiga penilaian tingkat efisiensi dari kegiatan yang telah dilakukan 

(Performance Accountability),  tahap keempat lebih mengacu pada penetapan 

dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Program Accountability), pada 

tahap terakhir atau tahap kelima yaitu pemilihan berbagai kebijakan yang akan 

diterapkan atau tidak (Policy Accountability).  

Di Indonesia masing-masing pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyusun laporan keuangan 

pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 

71 tahun 2010 tentang SAP pasal 24 dan 25. Laporan keuangan pemerintah 

daerah dijadikan sarana untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, posisi 

keuangan, serta menentukan ketaatan instansi terhadap peraturan undang-

undang. Jika dikaitkan dengan perspektif fungsional maka penyusunan laporan 

keuangan merupakan akuntabilitas pada tahap probity and legality 

accountability (Sadjiarto, 2000). Untuk dapat memenuhi kebutuhan para 

pengguna, maka informasi-informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

harus bermanfaat dan berkualitas (Budiawan dan Purnomo, 2014). Dalam 

penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintah yang berisi ketentuan-ketentuan akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.  

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah terdapat empat karakteristik agar laporan keuangan
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 berkualitas. Keempat karakteristik tersebut yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat 

dibandingkan, (3) dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristik tersebut maka 

penyusunan laporan keuangan harus terbebas dari fraud atau kecurangan. 

Kecurangan merupakan tindakan sengaja menggunakan hak orang lain demi 

kepentingan pribadi. Menurut Arens (2008) kecurangan adalah setiap usaha 

penipuan yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk memperoleh harta 

atau hak orang lain. Kaitannya dengan audit laporan keuangan, kecurangan 

diartikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Kurniawan, 2013).  

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SA seksi 316 menjelaskan bahwa 

kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam 

pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pemakai laporan 

keuangan dan salah saji yang ditimbulkan karena perlakuan tidak semestinya 

terhadap aktiva (pencurian aktiva) entitas yang mengakibatkan laporan keuangan 

yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan apabila 

digunakan pihak pengguna sebagai bahan pertimbangan maka akan 

menyebabkan salah dalam pengambilan keputusan (Respati, 2011). Menurut 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) terdapat tiga bentuk 

kecurangan (Fraud Tree) yaitu corruption (Korupsi), asset misappropriation 

(Pengambilan asset secara ilegal) dan fraudulent statement (Pernyataan palsu 

atau salah pernyataan).  
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Tindakan korupsi merupakan bentuk kecurangan yang biasanya terjadi 

dibidang perbankan maupun pelayanan publik (Wilopo, 2006). Di Indonesia, 

korupsi diindikasikan dengan bangkrutnya beberapa bank, dilaporkannya 

manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, rekayasa pajak, korupsi pada 

KPU dan DPRD (Herman, 2013). Menurut transparency International (2016), 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2016 berada diperingkat ke-90 

(dari 176 negara), dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), dengan 

kata lain kondisi indonesia masih darurat korupsi ditingkat global. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ICW (Indonesia Corupption 

Watch) pada bulan april-juni menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang 

dianggap ter-korup yaitu meliputi pendaftaran CPNS 56%, Polisi 50%, 

pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah 48%, pengadilan 45%, 

implementasi anggaran oleh pemerintah 44%. Di Indonesia sendiri pelaku 

korupsi beranekaragam mulai dari menteri, kepala daerah, aparat penegak 

hukum, anggota dewan maupun pelaku usaha. Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 

januari sampai juni 2017 Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat 

terdapat 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 orang yang merugikan 

negara sebesar  Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.  

Berkaitan dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK 

yang selanjutnya dijelaskan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 

2017 ditemukan beberapa kecurangan yang menyebabkan kerugian keuangan 

negara. Salah satunya yaitu terjadi di Pemerintah Kabupaten Bintan dimana 

pengeluaran belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah dan belanja bahan 
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bakar minyak yang tercatat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai 

dengan pengeluaran riil sebesar Rp 3, 66 M. Kasus lain yaitu terjadi Pemerintah 

Kabupaten Tegal yaitu pengelolaan dana bantuan hibah tidak sesuai dengan 

ketentuan, bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. 

Salah satu penyebab kecurangan sering terjadi pada suatu entitas yaitu 

dikarenakan tidak adanya pengendalian intern atau lemahnya pelaksanaan 

pengendalian intern pada instansi tersebut atau dengan kata lain tidak efektifnya 

sistem pengendalian intern (Amrizal, 2004). Hal ini terjadi karena keadaan 

tersebut dijadikan kesempatan oleh pelaku untuk melakukan tindak kecurangan, 

karena dalam keadaan tersebut kecurangan akan sulit diketahui. Hasil 

pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang tidak efektif 

disebabkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern itu sendiri.  

Kelemahan atas sistem pengendalian intern tersebut dikelompokkan 

menjadi 3 hal meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 

yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, 

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

yaitu berkaitan penerimaan dan penyetoran negara/daerah/perusahaan dan 

pelaksanaan program atau kegiatan, serta kelemahan struktur pengendalian  

intern, yang berkaitan dengan ada atau tidaknya serta efektif atau tidaknya 

sistem pengendalian intern pada suatu entitas. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester (IHPS) 1 2017 hasil pemeriksaan BPK terdapat 2.156 permasalahan 
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berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 

2.657 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan 

kelemahan struktur pengendalian intern. Pada tabel-tabel dibawah ini akan 

dijelaskan beberapa permasalahan yang timbul akibat kelemahan pengendalian 

intern dibeberapa instansi pemerintah daerah beserta contohnya. 

Tabel 1. 1  

Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
 

 Permasalahan dan contohnya Jumlah 

permasalahan 

Jumlah 

entitas 

1.  Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

Pelaporan 

  

a.  Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku  

941 418 pemda 

b.  Pencatatan belum dilakukan atau pencatatan tidak 

akurat 

813 421 pemda 

c.  Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak 

memadai 

351 241 pemda 

d.  Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan lainnya 

51 42 pemda 

Sumber: IHPS 2017   

Pada tabel 1.1 telah disajikan kelemahan sistem pengendalian intern yang 

pertama yaitu kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 

yang menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya proses penyusunan 

laporan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang terjadi 

pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana hasil pendataan aset dari 

belanja modal BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh bidang persekolahan 

tingkat SD hingga SMK berbeda dengan realisasi belanja modal dana BOS, 
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selain itu rekonsiliasi yang dibuat juga belum memadai, sehingga aset tetap yang 

bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility) atas Ruang Publik 

Terpadu Ramah Anak belum diklasifikasikan dalam akun aset tetap sesuai 

dengan jenisnya. Permasalahan yang lainnya yaitu berkaitan dengan sistem 

informasi dan pelaporan yang kurang memadai sehingga menyebabkan 

terjadinya double posting pada aplikasi, pencatatan ganda pada suatu transaksi, 

pengungkapan angsuran piutang yang belum sepenuhnya dan keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan. 

Tabel 1. 2  

Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
 

2.  Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja  

Jumlah 

permasalahan 

Jumlah 

entitas 

a.  Penyimpangan terhadap peraturan tentang 

pendapatan dan belanja  

744 380 pemda 

b.  Perencanaan kegiatan tidak memadai 694 405 pemda 

c.  Pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan 

hilangnya potensi penerimaan 

409  255pemda 

Sumber: IHPS 2017 

Pada tabel 1.2 disebutkan tentang jenis kelemahan sistem pengendalian 

intern yang kedua yaitu berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja yang menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya penyimpangan 

terhadap peraturan yang berlaku seperti yang terjadi di pemerintah kota 

Sawahlunto yang menggunakan dana kas daerah yang berasal dari pemerintah 

pusat untuk kegiatan rutin pemerintah kota Sawahlunto, yang mana seharusnya 

dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Permasalahan 

yang kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan proses perencanaan yang tidak 
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memadai sehingga menyebabkan penganggaran belanja kurang tepat serta 

kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan seperti yang terjadi 

di pemerintah kabupaten Mojokerto. Permasalahan lain yang terjadi yaitu 

kebijakan penurunan tarif pajak yang tidak berdasarkan pertimbangan yang 

memadai, pengelolaan piutang pajak tak tertagih kurang optimal dan lain 

sebagainya. 

Dari penjelasan dan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak 

kecurangan yang terjadi selama proses penyusunan laporan keuangan sehingga 

diperlukan tindakan untuk tujuan pencegahan. Pencegahan kecurangan 

merupakan aktivitas yang dijalankan manajemen terkait dengan penentuan 

kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu memberikan keyakinan bahwa 

pihak-pihak dalam entitas telah bertindak semestinya sehingga dapat mencapai 

tujuan entitas. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu 

penentuan struktur pengendalian intern yang berkualitas, agar tujuan yang telah 

ditetapkan oleh top manajemen dapat tercapai, aset perusahaan dapat terjamin 

keamanannya serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien (Amrizal, 2004). Kurniawan (2013) menyatakan bahwa salah satu cara 

untuk mengendalikan kecurangan yaitu dengan membangun sistem 

pengendalian. Tujuan dari pengendalian tersebut yaitu sebagai pertahanan 

pertama untuk melawan kecurangan yang terdapat dalam organisasi. Selain itu 

tujuan pembentukan sistem pengendalian intern untuk memonitor sistem kendali 

untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan. 
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Di lingkungan pemerintah terdapat sistem pengendalian internal yang 

disebut dengan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP diatur 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan 61 pasal didalamnya. 

Pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 khususnya pada pasal 3 

dijelaskan bahwa SPIP terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut 

dijadikan pedoman dan tolok ukur dalam menilai efektif atau tidaknya sistem 

pengendalian intern yang telah diterapkan (Herawati, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna internal maupun eksternal. Kegunaan informasi 

yang terdapat pada laporan keuangan tersebut ditentukan oleh karakteristik 

tertentu dan informasi harus disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

pedoman yang berlaku (Jorge and Nogueira, 2014). Dalam  Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 disebutkan karakteristik 

kualitatif yang perlu diwujudkan untuk memenuhi kualitas laporan keuangan 

meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Karena kualitas informasi keuangan sangat penting dalam menentukan 

kegunaannya, maka laporan keuangan yang disajikan harus terbebas dari 

kecurangan. Menurut Arens (2008) kecurangan merupakan setiap usaha 

penipuan yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk memperoleh harta 

atau hak orang lain. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak dilakukan 
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secara terbuka dan tidak terdapat korban yang cepat menyadari bahwa 

kecurangan telah terjadi atau kecurangan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang 

tersembunyi (Herman, 2013). Menurut William (dalam Kurniawan,2013) 

kecurangan dalam laporan keuangan meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut 

yaitu pertama, manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau 

dokumen pendukung yang dijadikan sumber penyusunan laporan keuangan. 

Kedua, representasi yang salah atau penghapusan secara sengaja peristiwa atau 

transaksi atau informasi signifikan yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Ketiga, salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang 

berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 menunjukkan 

masih terdapat kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang 

terjadi dibeberapa pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di Pemerintah 

Provinsi Bangka Belitung yang mana penyajian nilai persediaan dan aset tetap 

tanah sebesar nol. Kasus lain terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dimana terdapat double posting atas pemungutan dan penyetoran retribusi 

Daerah dan kasus lainnya yang masih terjadi di beberapa Pemerintah daerah di 

Indonesia. Menurut hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam IHPS I 2017 

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan dalam 

sistem pengendalian intern. 

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern 

meliputi kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan catatan keuangan, 

memberikan keyakinan memadai atas keamanan aset yang berdampak material 
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pada laporan keuangan dan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan SAP  

(Mulyani and Suryawati, 2013). Pengendalian intern dapat diartikan sebagai cara 

untuk mengarahkan, menilai dan memonitor sumber daya yang terdapat dalam 

organisasi dan pendeteksian serta pencegahan fraud (Untary, 2012). Berkaitan 

dengan sistem pengendalian laporan keuangan merupakan suatu proses yang 

dibuat dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan data 

yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Menurut Pernyataan Standar Auditing seksi 319, pengendalian internal 

adalah “proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel 

lainnya yang dirancang guna memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tujuan dalam hal (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas 

dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku”. Pengendalian internal yang berkualitas seharusnya menghasilkan 

informasi keuangan yang lebih andal. Pengendalian internal bertujuan untuk 

mencegah dan atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi 

dalam salah saji laporan keuangan (Doyle et.al, 2007). Menurut Arens (2008) 

SPI merupakan sebuah sistem pengendalian yang didalamnya terdapat prosedur 

dan proses yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada manajemen bahwa 

organisasi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penerapan sistem 

pengendalian intern yang cukup dan efektif dapat memperkecil kesempatan 

seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan 

organisasi  (Herman, 2013). 
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Penerapan SPI berfungsi pertama, untuk pencegahan keselahan baik 

berupa kekeliruan atau ketidakberesan (Preventive). Kedua, mendeteksi 

kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi (Detective). Ketiga, 

memperbaiki kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi 

(Corrective). Keempat, mengarahkan agar aktivitas dilakukan dengan tepat dan 

benar (Directive). Kelima, menetralkan kelemahan pada aspek control yang lain 

(Compensative) (Herman, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik 

sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempengaruhi tingkat 

kecurangan pada laporan keuangan  pemerintah daerah ? 

1.3 Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui efek sistem pengendalian intern pemerintah terhadap 

kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk mengetahui efek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan 

terhadap kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah terhadap kecurangan pada laporan keuangan. 

2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

alasan mengapa suatu intansi khususnya instansi pemerintah dalam hal ini 
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adalah pemerintah daerah perlu komitmen yang kuat dalam 

pengimplementasian sistem pengendalian intern. 

1.4 Sistematika Penulisan 

       Pada penulisan skripsi ini terdapat 5 bab dengan sistematika penulisan 

tersebut: 

a. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang yang mendasari 

munculnya permasalahan dan perlunya diadakan penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada bagian telaah pustaka ini akan dijelaskan tentang teori yang dijadikan 

dasar dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis yang terdapat dalam penelitian. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 

penentuan sampel, jenis dan sumber, metode pengumpulan dan metode 

analisis data. 

d. BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, analisis dan 

interpretasi hasil dari analisis data yang telah dilakukan. 
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e. BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan dan saran yang diberikan untuk penelitian mendatang.   


